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PERATURAN 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

NOMOR 16 TAHUN 2011 

TENTANG 

PEDOMAN 

PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN  

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 17 dan 
Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Badan  Nasional Penanggulangan Bencana, perlu 

menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Perencanaan 

Kegiatan dan Anggaran Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

  4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4405); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang 

Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4664); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 243, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4828); 

  7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 

Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4829); 

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang 

Peran Serta Lembaga lnternasional dan Lembaga Asing 
Non-Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4830); 

  9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan 

Nasional Penanggulangan Bencana; 

  10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011; 

  11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana; 

  12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan 
Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman 

Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN 
PERENCANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN BADAN 

NASIONAL PENANGGULANGAN   BENCANA. 

Pasal 1 

Pedoman Perencanaan Kegiatan dan Anggaran sebagaimana  tersebut 

dalam Lampiran Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan untuk 
menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan 

ketersediaan anggaran (resources envelope), meningkatkan akuntabilitas 

kinerja organisasi, dan transparansi dalam proses perencanaan kegiatan 
dan penganggaran, serta sebagai landasan penyusunan perencanaan 

kegiatan dan anggaran bagi unit unit kerja di lingkungan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana. 

Pasal 2 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur kemudian. 

Pasal 3 

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal  8 Desember 2011 

KEPALA BADAN NASIONAL 

PENANGGULANGAN BENCANA, 

 

SYAMSUL MAARIF 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

AMIR SYAMSUDIN 

 


